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result, the implementation of anti-corruption education was
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hard work, humility, courage and fairness.
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Abstrak

Riset ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan implikasi pendidikan antikorupsi
pada pendidikan kewarganegaraan lewat aktivitas berbasiskan project masyarakat.
Tipe riset ini ialah inkuiri preskriptif yang sudah dilakukan di SMA Muhammadiyah 1
Depok. Hasilnya, implikasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan lewat pengkajian
persoalan berkaitan korupsi hingga hasilkan panel presentasi yang terbagi dalam 4 sisi
yakni sisi permasalahan, alternative peraturan, saran jalan keluar, dan gagasan
tindakan. Lewat aktivitas itu diharap pelajar akan mendapat sejumlah sikap yang
diharapkan

Kata kunci: Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, Project Citizen

Pendahuluan

Permasalahan korupsi adalah permasalahan signifikan yang terjadi di Indonesia. Korupsi
berkembang secara cepat dan semakin makin tambah luas di beberapa faktor kehidupan warga.
Pasti dibutuhkan usaha yang efisien saat menuntaskan korupsi di Indonesia. Usaha pengenalan
berkenaan budaya antikorupsi seharusnya dilakukan sejak awal kali. Akan tetapi usaha itu pasti
belum jadi agunan saat meningkatkan muatan materi pendidikan antikorupsi pada beberapa
sekolah itu. Bentuk usaha pengendalian korupsi pasti jadi pengkajian yang bagus sekali di dunia
sekarang ini. Oleh karena itu memerlukan taktik dan usaha optimal oleh pemerintahan untuk
meminimalisir hal tersebut. Pemerintahan melihat instansi pendidikan menjadi satu diantara
instansi yang efisien.

Dengan pengetahuan antikorupsi sejak awal diharap sanggup cetak calon pimpinan bangsa
yang memiliki jiwa antikorupsi di Indonesia. Oleh karena itu benar-benar dibutuhkan usaha
yang vital dan struktural saat mengajari hingga betul-betul tercipta beberapa peserta didik yang
berwatak berdasar beberapa nilai antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi adalah usaha yang sudah dilakukan pemerintahan saat memberikan
sikap antikorupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Korupsi sendiri adalah tidak
perlakuan yang bikin rugi banyak orang dengan manfaatkan kedudukan untuk mendapat
keuntungan secara individu. Korupsi dilaksanakan beberapa cara yang tidak sesuai dengan
ketentuan, misalnya: penyuapan, pemerasan dan penipuan mempunyai potensi terjadi pada
bidang pemerintah yang hendak jadi penyakit yang menghancurkan semua aturan kehidupan
(Hamilton-Hart, 2001). Pada intinya pendidikan anti korupsi bisa disimpulkan sebagai salah
satunya program pendidikan yang menerangkan dan mengatasi beragam korupsi yang terjadi di
kelompok masyarakat dengan usaha penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan
tujuan untuk membuat dan tingkatkan perhatian masyarakat negara pada bahaya dan akibatnya
karena perlakuan korupsi. Pendidikan antikorupsi mempunyai tiga tujuan, pertama, membuat
pengetahuan dan pengetahuan bentuk korupsi dan aspek- aspeknya. Ke-2 , mengganti
pemahaman dan sikap pada korupsi. Ke-3 , membuat ketrampilan dan kemahiran
diperuntukkan untuk menantang korupsi (Hakim, 2012).

Sebagai perbedaan, peningkatan pendidikan antikorupsi di Lithuania dilaksanakan dengan
struktural semenjak tahun 2015 dengan memberi pengetahuan pada peserta didik untuk bisa
membandingkan di antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lain, memberi argument yang
rasional dan logis kenapa korupsi dipandang seperti sesuatu kejahatan, dan memperlihatkan
beberapa cara yang dapat dilakukan saat kurangi berlangsungnya tindak pidana korupsi. Ada
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banyak hal yang penting diperkembangkan pada proses pendidikan antikorupsi di kelas yaitu
pengetahuan mengenai korupsi, peningkatan sikap antikorupsi, peralihan sikap antikorupsi,
pendidikan kepribadian, dan peningkatan watak antikorupsi (Ministry of Education and Science
of the Republic of Lithuania, 2006, p. 22).

Pemerintahan sebaiknya jamin dan menjaga pendidikan antikorupsi supaya tujuan dan sasaran
awalnya dalam implikasi pendidikan antikorupsi betul-betul dapat dimengerti dan diolah baik
oleh guru- guru pengampu mata pelajaran yang terkait dengan pendidikan antikorupsi. Bukan
hanya guru saja tetapi peranan instansi sekolah dalam penerapan dan pengendalian mekanisme
pendidikan harus juga ikut mengambil sisi. Tanpa ada bekerja sama yang bagus di antara guru
dengan instansi sekolah yaitu kepala sekolah sebagai pengambil peraturan langsung, tidak
mungkin beberapa program pendidikan antikorupsi yang dikomunikasikan pemerintahan
semenjak tahun 2009 sampai saat ini dapat terwujud.

PPKn adalah mata pelajaran yang berisi beberapa nilai watak berkebangsaan. PPKn adalah
pendidikan yang berperan untuk membuat kesadaran masyarakat negara saat jalankan hak dan
kewajiban sebagai masyarakat negara dalam usaha membuat jati diri pada masyarakat negara
untuk sesuatu bangsa. Evaluasi PPKn harus bertopang pada kekuatan dasar kewarganegaraan
(civic competence) untuk semuanya tingkatan. Karena itu supaya evaluasi efisien dan sanggup
memperlengkapi pelajar dengan pengetahuan dan capai kekuatan dasar kewarganegaraan,
karena itu saat meningkatkan aktivitas evaluasi perlu memerhatikan banyak hal. Pertama,
Aktivitas Evaluasi PPKn diatur untuk memberi dana untuk beberapa pengajar (guru), supaya
bisa melakukan proses evaluasi secara professional. Ke-2 , aktivitas evaluasi PPKn berisi
serangkaian aktivitas yang perlu dilaksanakan oleh peserta didik dengan berurut untuk capai
kapabilitas dasar. Ke-3 , penetapan posisi aktivitas evaluasi PPKn harus sesuai hierarki ide
materi evaluasi. Ke-4, perumusan pengakuan pada aktivitas evaluasi PPKn nminimal memiliki
kandungan dua elemen yang menggambarkan pengendalian pengalaman belajar peserta didik.

PPKn mempunyai peranan penting pada usaha tumbuhkan watak angkatan muda yang
berpikiran krisis mengenai desas-desus global agar dapat mengeksploitasi, meningkatkan dan
ekspresikan beberapa nilai dan opini mereka sendiri. Pasti ini memperlihatkan jika pendidikan
harus betul-betul sanggup untuk meningkatkan karakter masyarakat negara yang berdasar
watak sesuatu negara. Untuk tumbuhkan karakter masyarakat negara pada proses evaluasi
PPKn pasti diperlukan Pengembangan. Pengembangan evaluasi PPKn bisa dilaksanakan
implementasi pendekatan evaluasi PKn dari pendekatan yang fokus pada isi (konten based
curriculum) ke lebih mengutamakan dalam proses (process based curriculum). Ide ini ditujukan
supaya lewat PPKn bisa tercipta masyarakat negara lebih berdikari saat pahami dan cari jalan
keluar pada permasalahan yang ditemui dan sanggup ambil keputusan- keputusan yang terbaik
untuk dianya, lingkungan dan penduduknya. Kurtilas menerangkan bawah usaha proses
evaluasi yang diperkembangkan dalam tiap proses evaluasi sebaiknya fokus pada implementasi
beberapa nilai watak berkebangsaan secara berdasarkan beberapa nilai dasar negara Pancasila.
Peningkatan faktor sosial, pengetahuan dan ketrampilan sebaiknya jadi fokus utama khusus
dengan keinginan tujuan evaluasi yang dikatakan betul-betul dapat terwujud. Pendekatan
evaluasi saintifik pada Kurikulum 2013 pasti jadi usaha yang efisien saat meningkatkan faktor
pengetahuan dan ketrampilan peserta didik. Evaluasi saintifik adalah evaluasi yang adopsi
langkah- cara periset saat membuat pengetahuan lewat sistem ilmiah. Evaluasi saintifik tidak
sekedar mendapat kekuatan faktor pengetahuan, ketrampilan dan sikap n. Peranan guru dalam
mode evaluasi ini sebagai pelatih dan fasilitator yang memberikan pada peserta didik mengenai
sumber- sumber informasi yang baru, menolong melangsungkan kontak-kontak langsung dan
memperlengkapi beberapa peserta didik dengan aktif dan krisis. Berdasar document CCE
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proses evaluasi proyek citizen diperkembangkan pada suatu scenario danrambu-rambu
evaluasi yang meliputi enam cara seperti berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan peraturan public yang terdapat dalam warga; Dalam
langkah ini kelas difasilitaskan agar bisa mengenali beragam permasalahan yang berada
di lingkungan warga dengan lewat penilaian, interviu. study dokumentasi yang sudah
dilakukan dengan barisan.

2. Memilih permasalahan sebagai konsentrasi pengkajian kelas. Dalam langkah ini, kelas
difasilitaskan untuk membahas beragam permasalahan itu dan pilih satu permasalahan
yang paling pantas untuk terpecahkan.

3. Mengumpulkan informasi berkaitan permasalahan sebagai konsentrasi pengkajian kelas;

4. Mengembangkan sesuatu portofolio kelas. Dalam langkah ini, kelas meningkatkan
portofolio berbentuk himpunan Kkerja hasil barisan dalam rencana perpecahan
permasalahan itu dan menyuguhkannya dengan keseluruhnya berbentuk panel pameran
yang bisa disaksikan bersama, yang menggambarkan sama-sama keterikatan
permasalahan, alternative peraturan, support atas alternative peraturan, dan gagasan
perlakuan untuk melakukan peraturan itu.

5. Menyajikan portofolio kelas pada suatu replikasi dengar pendapat; dan Dalam langkah ini,
keseluruhnya portofolio yang sudah diperkembangkan selanjutnya dihidangkan dan
ditampilkan ke masyarakat sekolahdan warga (Winataputra dan Budimansyah, 2007, pp.
1-2).

Metodologi Penelitian

Riset ini adalah riset preskriptif kualitatif. Riset ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1
Depok pada kelas X. Sumber data dalam riset ini terbagi dalam kepala sekolah, waki kepala
sekolah sektor kurikulum, guru mata pelajaran PPKn dan peserta didik. Tehnik penghimpunan
data dalam riset ini yakni lewat pengamatan, interviu dan dokumentasi. Tehnik analitis data
dalam riset ini dilaksanakan lewat tiga tahapan, selanjutnya diuraikan dengan preskriptif.
Tahapan seterusnya yakni proses membuat rangkuman sesuai tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Proses evaluasi PPKn pasti perlu dilaksanakan dengan berkesinambungan dan struktural.
Skema evaluasi yang struktural dan terarah akan meningkatkan kapabilitas keilmuan pada
siswa. Proses alih bentuk beberapa nilai keilmuan pada peserta didik pasti jadi parameter
tercapainya tujuan evaluasi yang hendak diraih. Implikasi Pendidikan antikorupsi pada
pelajaran PPKn memakai mode evaluasi proyek citizen dapat dilaksanakan lewat tahapan-
tahapan.

Muatan materi yang diperkembangkan pada proses evaluasi PPKn terdiri mekanisme hukum
dan peradilan nasional yang diberikan pada materi PPKn kelas X. Lewat materi ini bisa
disisipkan materi mengenai pemahaman tindak pidana korupsi dengan tujuan peserta didik
sanggup pahami makna kata dan pengertian korupsi secara benar dan tepat, peserta didik
sanggup menerangkan sejarah korupsi dan pembasmian korupsi di Indonesia secara betul dan
peserta didik sanggup menerangkan beberapa bentuk korupsi.

Dan materi seterusnya yang penting di berikan pada peserta didik terbagi dalam materi yang
terkait dengan usaha dan ikut serta pembasmian korupsi dengan tujuan evaluasi supaya peserta
didik sanggup menerangkan beragam usaha pembasmian korupsi, peserta didik sanggup
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menerangkan ikut serta dalam usaha pembasmian korupsi ke kehidupan satu hari peserta didik
sanggup pahami nilai antikorupsi.

Lewat evaluasi pendidikan antikorupsi pada peserta didik akan memberi kontributor lebih saat
meningkatkan beberapa nilai atau sikap antikorupsi pada peserta didik. Muatan materi evaluasi
pendidikan antikorupsi pada evaluasi PPKn dilaksanakan lewat banyak hal satu diantaranya
mempersiapkan piranti evaluasi, mempersiapkan materi evaluasi yang terbagi dalam pertama,
pemahaman tindak pidana korupsi s/d ke-2 , usaha dan ikut serta dalam pembasmian korupsi.

Ke-2 materi ini dikatakan pada tatap muka pertama dengan durasi waktu 2x 45 menit. Ini
mempunyai tujuan supaya beberapa peserta didik dapat menyerap beragam permasalahan dan
pengetahuan fundamental mengenai korupsi pada umumnya, hingga dalam tatap muka ke-2
kelak peserta didik akan diberikan beragam permasalahan mengenai korupsi agar dapat
dituntaskan lewat mode evaluasi proyek citizen.

Pada intinya proses pengimplementasian beberapa materi pendidikan antikorupsi pada mata
pelajaran PPKn telah diperkembangkan dengan umum dalam tiap evaluasi yang sudah
dilakukan. Ini ingat jika salah satunya usaha yang penting dilaksanakan instansi sekolah
terutama guru mapel PKn yaitu seperti mana beberapa nilai ide dasar ,dapat diperkembangkan
dalam banyak hal baik peningkatan kurikulum evaluasi PPKn yang berisi materi pendidikan
antikorupsi atau prosespembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru hingga masing-masing
elemen dalam evaluasi dapat digabungkan dengan lengkap dalam piranti evaluasi. Tujuan
akhirnya proses evaluasi ini yaitu mempersiapkan beberapa angkatan muda yang memiliki jiwa
global yaitu warganegara global yang hendak berpikir dengan luas dalam pengendalian korupsi.
kewarganegaraan global akan tumbuhkan watak angkatan muda yang berpikir krisis mengenai
desas-desus global agar dapat mengeksploitasi, meningkatkan dan ekspresikan nilai- nilai dan
opini mereka sendiri (Zahabioun,Yousefy, Yarmohamma dian, dan Keshtiaray, 2013, p. 199).

Implikasi Pendidikan Antikorupsi pada mapel PPKn Berbasiskan Proyek Citizen adalah mode
evaluasi yang berbasiskan pada permasalahan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran
dan karakter kewarganegaraan yang menggerakkan ada tingkat keterlibatan masyarakat negara
dalam mekanisme pemerintah.

Ada tahapan-tahapan pada proses evaluasi memakai proyek citizen sesudah peserta didik
pahami materi pada tatap muka ke-2 peserta didik ditujukan untuk dipisah jadi beberapa
kelompok kecil, terbagi dalam 4 pelajar. Masing-masing barisan kecil diberi pekerjaan untuk
cari informasi mengenai permasalahan yang terdapat disekitaran. Selanjutnya Pelajar lakukan
analisis permasalahan di kehidupan sehari- hari lewat dialog dalam kelas, menanyakan/interviu
ke orangtua/keluarga, membaca koran baik bikin atau online, dengarkan informasi atau melihat
TV, cari sumber informasi lewat internet. Dalam masalah ini riset ambil contoh topik besar
mengenai minimnya transparan ongkos sekolah yangdiambil secara demokrasi dari beragam
permasalahan yang terpenting untuk dituntaskan.

Kemudian peserta didik dipisah jadi lima barisan. Ke-5 barisan itu bisa diterangkan seperti
berikut. Barisan 1 bekerja menerangkan permasalahan yang hendak diulas, barisan 2 yang
menilai peraturan alternative, barisan 3 yang meningkatkan jalan keluar sebagai peraturan
kelas, barisan 4 meningkatkan gagasan perlakuan. Barisan ke-5 bertanggungjawab sisi
dokumentasi.
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Kesimpulan

Berdasar riset yang diperkembangkan oleh periset, hasilkan ringkasan seperti berikut:

1. Implementasi materi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn biasa
dilaksanakan lewat sejumlah tahapan. Mengembangkan kurikulum evaluasi PPKn ini
dapat disisipkan lewat materi mekanisme hukum dan peradilan nasional. Pada bab ini
akan disisipkan pendidikan antikorupsi yaitu materi mengenai pemahaman tindak
pidana korupsi dan materi usaha dan ikut serta pembasmian korupsi. proses evaluasi
Pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dapat dilaksanakan mempersiapkan
piranti evaluasi yang terbagi dalam media, mode proyek citizen dan bahan rekomendasi
lain baik, internet studi lapangan atau sumber pengkajian lain. Pada proses evaluasi
dilaksanakan sepanjang 2x tatap muka untuk tatap muka pertama mengulas mengenai
materi dasar pendidikan antikorupsi dan tatap muka ke-2 telah praktek evaluasi

2. Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasiskan proyek
citizen bisa menjadi dasar keilmuan yang dapat merealisasikan angkatan yang
mempunyai sikap antikorupsi yang lebih tinggi krisis saat menyingkapi beragam kasus
korupsi. Implementasi itu bisa dilaksanakan lewat banyak hal 1) Implementasi proses
evaluasi memakai mode proyek citizen peserta didik ditujukan untuk membahas
beragam permasalahan mengenai korupsi. Dari tiap-tiap permasalahan diambil yang
terpenting agar selekasnya dituntaskan. Sesudah diketemukan permasalahan intinya
baru dibuat barisan besar yang terbagi dalam empat elemen barisan 1-Mmenjelaskan
permasalahan yang akan diulas, barisan 2-Mengevaluasi peraturan alternative, barisan
3-Mengembangkan jalan keluar sebagai peraturan kelas, barisan 4-Mengembangkan
gagasan perlakuan. Lewat proses ini maka ada jalan keluar dari permasalahan yang
diulas dan bisa menjadi referensi untuk dituntaskan bentuk panel presentasi proyek
citizen.
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